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BUPATI LANDAK
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PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

INSPEKTORAT KABUPATEN LANDAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor
18 Tahun 2013 teniang Perubahan Kedua Atas Peraluran Daerah
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas
pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Inspektorat
Kabupaten Landak;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa
penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur Perangkat Daerah
Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
Kabupaten Landak; :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
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2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintali Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah;
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29.

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah, Departeman, sebagaimana telah enam kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
2005;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten / Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : Per/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8)
Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak tahun 2013 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 37);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Landak ( Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Landak Nomor 13).

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 24

TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN
LANDAK,

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Landak
(Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka (11) dan angka (12) diubah sehingga berbunyi
sebagaimana berikut :

11.

12.

Pasal 1

Inspektur Wilayah Pembantu disingkat IRBAN adalah Aparat pengawas
membantu inspektur dalam melakukan tugas pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan dan kasus pengaduan.

Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah
jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab
dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah; diluar pengawasan
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki
oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Ketentuan Pasal 1 angka (13), angka (14), angka (15), angka (16) dan angka (17)
ditambah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

13.

14;

bt
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16.

17.

Pasal 1

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di daerah yang
selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Auditor adalah Jabatan yang mempunyai Ruang Lingkup; Tugas; Tanggung
Jawab dan Wewenang untuk melakukan Pengawasan Intern pada Instansi
Pemerintah, Lembaga dan /atau pihak lain yang didalamnya terdapat
kepentingan Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang
diberikan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga
fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-
masing,

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis
Fungsional Bidang Pengawasan di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah:

Staf adalah seluruh Pegawai Inspektorat Kabupaten Landak baik yang
bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional.
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(1)

(D

(1)

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 4

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
Inspektur ;

Sekretariat;

Inspektur Pembantu Wilayah I;

Inspektur Pembantu Wilayah II;

Inspektur Pembantu Wilayah III;

Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (P2UPD);dan

i. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN).

FPRoeme po gop

j» Kelompok Jabatan Fungsional

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 11

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan,
menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan
aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan
masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Ketentuan Pasal 13 ayat {1} diubah-sehingga berbunyi sebagaiman berikut :

Pasal 13
Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
huruf ¢, huruf d, huruf e dan huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan
daerah dan kasus pengaduan.

Ketentuan Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; dan Pasal 18 dihapus:

Diantara Pasal 19 dan 20 disisipkan 4 Pasal, yakni Pasal 194, pasal 19B, Pasal
19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagaimana berikut :
Pasal 19A

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
membawahi :
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

a. Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

b. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
Daerah (P2UPD) _

c. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN)

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Inspektur.

PASAL 19B

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat
(1) huruf a mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan
evaluasi pengawasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan
Fungsional Auditor (JFA) mempunyai fungsi dalam melaksanakan penugasan
pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai, atas efisiensi dan efektifitas manajemen
resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi, Auditor berwenang
untuk :

a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit
vang diawasi dan pihak yang terkait;

b. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik
negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha
keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,
surat-surat, bukti-bukti , rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar
lainnya yang terkait dengan penugasan pengawasan;

c. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam
penugasan pengawasan;

d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat
instansi yang diawasi; dan

e. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

Pasal 19C

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
(P2UPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1} huruf b mempunyai
tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan atas daerah
di luar pengawasan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1} Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
yang meliputi :

Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;

; Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan;

Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

Pengawasan untuk tujuan tertentu; dan

Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

e oD

Pasal 19D

Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19A ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas pokok membantu Inspektur
dalam melaksanakan pengawasan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah
kabupaten.



(2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Jabatan
Fungsional Auditor Kepegawaian (AUDIWAN) mempunyai fungsi dalam
melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi proses kegiatan memeriksa,
mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bidang Kepegawaian yang dapat
dilakukan secara reguler, reviu dan integrasi. Auditor Kepegawaian berwewenang

a. Meminta keterangan atau dokumen/bahan/data serta informasi dari pejabat
yang berwewenang;

b. Menetapkan jenis keterangan atau dokumen/bahan/data yang terkait

dengan objek wasdalpeg;

Mengamankan dokumen/bahan/data yang terkait dengan objek wasdalpeg;

Memeriksa dan meneliti secara fisik setiap keterangan atau

dokumen/bahan/data yang berada dalam pengadministrasian kepegawaian;

dan

e. Melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
dalam lingkup wasdalpeg.

o

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal @ Okfober 20/4

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Okfobzr 2014

'SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,
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